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ABSTRACT 

 

Analyis of The Effect of Good Government Governance 

on Tax Revenue 

 

by 

Faslan Syam Sajiah 

 

 The purpose of this study is to prove empirically about the influence of 

good government governance on the level of tax revenue. Good governance uses 

six indicators from the World Bank, namely voice and accountability, political 

stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory quality, 

rule of law, and control of corruption. After performing multiple regression 

analysis with fixed effect model on panel data set for 37 Asian countries during 

2002  2014, the result showed that the variable of voice and accountability and 

control of corruption have a positive effect to the level of tax revenue. The 

regulatory quality and rule of law variables are negatively affected. Meanwhile, 

political stability and absence of violence and government effectiveness variables 

do not affect the level of tax revenue. 
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ABSTRAK 

 

Analisis Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 

(Good Government Governance) 

terhadap Tingkat Penerimaan Pajak 

 

Oleh 

Faslan Syam Sajiah 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris tentang 

pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) 

terhadap tingkat penerimaan pajak. Tata kelola pemerintahan yang baik 

menggunakan enam indikator dari Bank Dunia, yakni voice and accountability, 

political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory 

quality, rule of law, dan control of corruption. Setelah melakukan analisis regresi 

berganda dengan menggunakan metode fixed effect model (FEM) terhadap data 

panel dari 37 negara Asia dalam periode 2002  2014, hasil pengujian 

menunjukkan bahwa variabel voice and accountability dan control of corruption 

berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan pajak. Variabel regulatory 

quality dan rule of law berpengaruh secara negatif. Sementara itu, variabel 

political stability and absence of violence dan government effectiveness tidak 

berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak. 

 

Kata Kunci: Good Governance, Good Government Governance,  

          Penerimaan Pajak, voice and accountability, korupsi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kualitas tata kelola 

(governance) akan mempengaruhi penerimaan pajak. Hipotesis dibangun untuk 

menduga pengaruh enam dimensi tata kelola (governance) terhadap penerimaan 

pajak. Worldwide Governance Indicators yang meliputi enam dimensi, yakni 

voice and accountability, political stability and absence of violence, government 

effectiveness, regulatory quality, rule of law, dan control of corruption digunakan 

untuk mengukur tata kelola (governance).  

Tidak seperti studi sebelumnya yang terkonsentrasi pada satu atau 

beberapa aspek tata kelola (governance), penelitian ini menyelidiki pengaruh 

semua indikator tata kelola (governance), sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman tentang hubungan tata kelola (governance) terhadap penerimaan 

pajak.  

Jika pemerintah berkeinginan meningkatkan penerimaan pajak dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan warganya, maka pemerintah tersebut perlu 

memperbaiki tata kelola (governance) dalam menjalankan pemerintahannya. 

Pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dapat lebih 

mudah dilakukan dibandingkan dengan merubah struktur ekonomi di masyarakat 

dalam usaha tersebut. 
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Kontribusi utama dari penelitian ini adalah memperluas model 

konvensional determinan penerimaan pajak. Penerimaan pajak bukan hanya 

dipengaruhi oleh faktor pada sisi penawaran (supply side), tapi juga dipengaruhi 

oleh faktor-faktor pada sisi permintaan (demand side). Faktor-faktor pada sisi 

penawaran (supply side) penerimaan pajak terkait dengan basis pajak (tax base), 

seperti pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan aktivitas ekonomi. 

Kebanyakan studi yang ada menekankan pada faktor-faktor tersebut untuk 

meningkatkan penerimaan pajak pada negera berkembang (Bird, Martinez, dan 

Torgler, 2008). 

Mengingat fokus penelitian pada pengaruh faktor-faktor pada sisi 

permintaan (demand side), maka pengaruh faktor-faktor pada sisi permintaan 

(demand side) perlu untuk dikontrol. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah 

pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan (trade openness), dan struktur 

ekonomi yang diproksikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap GDP. 

Ketiga variabel tersebut dipilih karena pengaruhnya yang konsisten terhadap 

penerimaan pajak pada beberapa penelitian terdahulu. 

Pendapatan per kapita merupakan indikator level pembangunan sebuah 

negara. Negara maju selalu diasosiasikan dengan negara yang memiliki 

pendapatan per kapita yang tinggi. Semakin maju sebuah negara, maka 

kemampuan untuk membayar dan mengumpulkan pajak juga semakin tinggi 

(Bahl, 1971). Sebaliknya, pendapatan per kapita yang relatif rendah menjadi 

hambatan bagi negara berkembang untuk menghimpun penerimaan pajak lebih 

banyak. 
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Keterbukaan perdagangan (trade openness) juga mempengaruhi 

penerimaan pajak pada suatu negara. Pajak atas kegiatan penyerahan barang atau 

perdagangan seringkali menjadi sumber penerimaan pajak yang utama pada 

negara berkembang karena sifatnya yang lebih mudah untuk dihimpun 

dibandingkan dengan pajak penghasilan (Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008). 

Kegiatan ekspor dan impor juga lebih mudah untuk dihimpun pajaknya karena 

sifat kegiatannya yang dilakukan pada lokasi yang spesifik (Gupta, 2007).  

Komposisi struktur ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Bird, 

Vazquez, dan Torgler (2008) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi 

sektor non pertanian dalam perekonomian, semakin tinggi pula tax to GDP ratio. 

Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memajaki keluaran domestik (domestic output) 

terkait kegiatan pertanian. Penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor 

pertanian umumnya kecil dan sifatnya subsisten (Gupta, 2007). Lagipula, 

beberapa negara berkembang juga memberikan subsidi dan kebebasan pajak bagi 

sektor pertanian di negara mereka. 

Faktor-faktor pada sisi permintaan (demand side) penerimaan pajak terkait 

dengan institusi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak. Negara-negara 

berkembang memiliki penerimaan pajak yang rendah karena masih berkutat 

dengan hambatan institusional dalam proses menghimpun pajak, termasuk di 

dalamnya masalah korupsi. Kondisi ini terjadi di negara-negara Sub Sahara Afrika 

(Ghura, 1998), Amerika Latin (Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008) dan ASEAN 

(Syadullah dan Wibowo, 2015). Masalah utama lainnya adalah ketidakstabilan 

politik. Ketidakstabilan politik ditandai dengan kebijakan pemerintah yang tidak 
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konsisten dan berubah-ubah, sehingga menghalangi reformasi jangka panjang 

dalam sistem perpajakan (Ajaz dan Ahmed, 2010). 

Brondolo, Silvani, Borgne, dan Bosch (2008) menyebutkan administrasi 

perpajakan dan reformasi sistem perpajakan sebagai dua komponen utama dalam 

usaha suatu negara menghimpun pajak. Kedua usaha tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengurangi korupsi dan 

penghindaran pajak. Korupsi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan 

pajak pernah dibuktikan oleh Imam dan Jacobs (2007), bersama faktor lain, 

seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, 

keterbukaan perdagangan, dan inflasi. Gupta (2007) juga menemukan bahwa 

selain faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor 

pertanian terhadap GDP, dan utang luar negeri, penerimaan pajak juga 

dipengaruhi oleh variabel-variabel institusional seperti korupsi dan stabilitas 

politik. Lebih lanjut, studi dari Mukhlis, Sugeng, dan Yuli (2014) menunjukkan 

bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh keadilan, pemberantasan korupsi di 

sektor perpajakan, dan bagaimana pendapatan pajak dibelanjakan untuk 

kepentingan masyarakat. 

 
Gambar 1.1 Tren Penerimaan Pajak pada Beberapa Kawasan di Dunia 
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Layaknya negara berkembang lain, masalah institusional dalam 

pemungutan pajak yang berimbas pada rendahnya penerimaan pajak juga dialami 

oleh sebagian besar negara Asia. Negara berkembang di Asia cenderung memiliki 

penerimaan pajak yang lebih rendah, baik relatif terhadap GDP maupun potensi 

penerimaan pajak, jika dibandingkan dengan kawasan lain (lihat Gambar 1.1). 

Rata-rata penerimaan pajak di negara berkembang Asia kurang dari setengah 

negara anggota Organization for Economic Cooperation dan Development 

(OECD) pada tahun 1990an, meskipun selisihnya sedikit berkurang pada tahun 

2000an (Abdon, Estrada, Lee, dan Park, 2014). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap hubungan antara tata kelola (governance) dengan tingkat 

penerimaan pajak pada negara-negara yang berada di kawasan Asia yang 

kemudian dapat dijabarkan dalam judul penelitian ”Analisis Pengaruh Tata 

Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) terhadap 

Tingkat Penerimaan Pajak”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apakah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good 

Government Governance) Berpengaruh terhadap Tingkat Penerimaan Pajak? 

1.3. Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan data World Development Indicator 

dan Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia serta data tax ratio dari 

International Monetary Fund. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memberikan bukti 

empiris tentang pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (good government 

governance) terhadap tingkat penerimaan pajak. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan didapatkan dari penelitian ini adalah. 

1.  Manfaat Teori 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai acuan dalam 

meneliti pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik (good government 

governance) terhadap tingkat penerimaan pajak. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hubungan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good government governance) terhadap tingkat 

penerimaan pajak, sehingga Pemerintah terkait dapat mengambil langkah yang 

tepat dalam menjalankan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik 

(good governance). 

3. Manfaat Kebijakan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai hubungan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) terhadap 

tingkat penerimaan pajak, sehingga memperkaya wawasan Pemerintah dalam 

menjalankan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good 

governance). 
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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Hubungan keagenan lahir dari dua (atau lebih) pihak, dimana salah satu 

pihak, agen, bertindak mewakili pihak lain, prinsipal, dalam mengambil keputusan 

atas masalah tertentu (Ross, 1973). Dalam konteks bernegara, hubungan rakyat 

dan pemerintah eksekutif dapat disebut sebagai hubungan prinsipal dan agen. 

Pemerintah eksekutif, sebagai agen, bertindak mengalokasikan sumber daya 

melalui instrumen anggaran pendapatan dan belanja. Rakyat, sebagai prinsipal, 

mempercayakan pajak yang dibayarkannya untuk dikelola pemerintah eksekutif 

sebagai agen. 

Pemerintah selaku agen tentunya harus menerapkan good governance (tata 

kelola yang baik) dalam menjalankan roda pemerintahannya. UNDP (2006) 

menyebutkan lima prinsip good governance, yakni legitimasi dan hak 

berpendapat, transparansi dan akuntabilitas, kinerja, dan keadilan. 

2.1.2  Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) 

Model tata kelola (governance model) pemerintahan dicirikan oleh 

perubahan dalam peran pemerintah dari satu-satunya “pemain” menjadi satu dari 

banyak “pemain”. Tata kelola pemerintahan (governance) ditandai dengan 

perubahan peran pemerintah di masyarakat, dimana aktor non pemerintah, seperti 
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warga negara dan LSM, berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan 

prinsip-prinsip demokrasi diaplikasikan dengan memberikan masyarakat hak 

untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan (Denhardt dan Denhardt, 2007). 

Oleh Riddell (2009), tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun 

proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka 

terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi 

pemerintahan. Organisasi internasional menganggap tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance) merupakan syarat bagi perkembangan ekonomi dan 

upaya untuk melawan korupsi. Tata kelola pemerintahan yang baik (good 

governance) dicirikan dengan adopsi prinsip-prinsip demokratis oleh pemerintah, 

seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan 

(Kosack dan Fung, 2014).  

Menurut Neumayer (2002), tata kelola pemerintahan (governance) adalah 

cara pembuat keputusan diberdayakan untuk membuat keputusan, suatu cara 

kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan serta tingkat dimana intervensi 

pemerintah diperbolehkan untuk melanggar hak-hak warga negara. Jadi, tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) adalah standar yang digunakan 

untuk menentukan kualitas pemerintahan oleh suatu negara dan institusi 

internasional yang memberikan saran dan dukungan politik, administratif, dan 

keuangan kepada negara lain. Institusi keuangan internasional, seperti IMF dan 

Bank Dunia, serta negara donor, seperti Amerika Serikat dan Inggris, juga 

menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai 

standar untuk mengevaluasi sistem dan urusan negara penerima donor. Hasil 
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evaluasi tersebut akan menentukan apakah bantuan akan diberikan kepada negara 

tersebut atau tidak (Santiso, 2001).  

 Untuk keperluan tersebut, indeks yang mengukur kualitas tata kelola 

pemerintahan (governance) perlu untuk dibangun. Dalam perkembangannya, 

terdapat beberapa indeks yang dibangun berdasarkan struktur dan perhitungan 

yang berbeda (Arndt dan Oman, 2006). Beberapa indeks dibangun berdasarkan 

karakteristik regional, seperti indeks yang digunakan untuk mengukur tata kelola 

pemerintahan (governance) pada negara-negara Afrika, sedangkan indeks lain 

dapat digunakan lintas tahun yang meliputi banyak negara.  

 Suatu indeks dapat dibuat untuk mengukur kualitas tata kelola 

pemerintahan (governance) dengan memfokuskan kepada satu atau dua aspek dari 

proses pemerintahan. Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) 

misalnya, yang hanya mengukur tingkat korupsi di suatu negara. Arndt dan Oman 

(2006) berpendapat bahwa meskipun indeks tata kelola pemerintahan 

(governance) yang sempurna tidak akan pernah ada, beberapa indeks memiliki 

validitas dan kredibilitas lebih dibandingkan dengan indeks lain. Jumlah sumber 

yang digunakan untuk membangun sebuah indeks, kelengkapan proses 

pemerintahan yang dicakup, serta akurasi hasilnya merupakan faktor-faktor yang 

membuat sebuah indeks menjadi lebih kredibel dibandingkan indeks lainnya 

(Arndt dan Oman, 2006). 

 Tidak seperti indeks yang ada sebelumnya, Worldwide Governance 

Indicators (WGI) mencoba memberikan suatu indeks yang lebih komprehensif 

dan mencakup lebih banyak negara. Indeks dari WGI mencoba menilai setiap 

aspek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sehingga peneliti dan pembuat 
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kebijakan memiliki pemahaman yang lebih terhadap proses politik yang ada 

(Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009). Sifat WGI yang mengagregasikan 

semua indikator tunggal yang relevan dari berbagai sumber juga dapat 

mengurangi pengaruh dari kesalahan pengukuran (measurement error) yang ada 

pada tiap pengukuran tunggal (Kaufmann dan Kraay, 2008). 

 WGI dibangun berdasarkan penelitian Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi 

(2010), dimana tata kelola pemerintahan (governance) dideskripsikan ke dalam 

tiga kelompok indikator. Pertama, proses bagaimana pemerintah  dipilih, dipantau, 

dan diganti. Kelompok pertama ini terdiri atas dua indikator, yakni Voice and 

Accountability (VA) dan Political Stability (PS). Kedua, kapasitas pemerintah 

untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang baik secara efektif. 

Indikator Government Effectiveness (GE) dan Regulatory Quality (RQ) masuk 

pada kelompok ini. Terakhir, penghormatan kepada warga negara dan institusi 

pemerintah yang mengatur interaksi ekonomi dan sosial. Kelompok ini berisi 

indikator Rule of Law (RL) dan Control of Corruption (CC). 

2.1.2.1 Voice and Accountability (VA)  

Indikator VA mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur 

beragam aspek proses politik, kebebasan sipil dalam berekspresi dan berkumpul, 

serta transparansi dalam proses pemerintahan. Indikator-indikator tersebut 

mengukur sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pemilihan pejabat 

pemerintahan. Indikator VA juga mengagregasikan tiga indikator yang mengukur 

independensi pers. Kebebasan pers penting untuk diukur karena peran pentingnya 

dalam memantau jalannya pemerintahan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. 
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Indikator VA dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh The Economist 

Intelegent Unit (EIU), Freedom House (FH), Political Risk Services (PRS), World 

Development Report (WDR), Political Economic Risk Consultancy (PERC), dan 

The World Competitiveness Yearbook (WCY). 

2.1.2.2 Political Stability (PS)  

Indikator PS mengukur kemungkinan pemerintah akan stabil atau akan 

adanya penggulingan dengan cara yang inkonstitusional atau dengan kekerasan. 

Indikator PS mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek 

stabilitas pemerintahan, seperti unjuk rasa besar, pemberontakan, kudeta militer, 

terorisme, pembunuhan politik (political assasination), perang saudara, konflik 

bersenjata, dan fraksionalisasi SARA. 

Indikator PS dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and 

Poor's DRI (DRI), The Economist Intelegent Unit (EIU), Political Risk Services 

(PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk 

Intellegence (BERI), The Wall Street Journal Central European Economic Review 

(CEER), Global Competitiveness Survey (GCS), dan Global Competitiveness 

Survey Africa (GCSA). 

2.1.2.3 Government Effectiveness (GE) 

Indikator GE mengukur kualitas layanan publik, kualitas pegawai 

pemerintah dan tingkat independensi mereka dari tekanan politik, kualitas 

perumusan dan implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah 

atas kebijakannya. Indikator GE mengagregasikan berbagai indikator yang 

mengukur aspek-aspek seperti efisiensi kepabenanan, kondisi jalan, efisiensi 
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pengiriman dokumen, kualitas pelayanan kesehatan, desentralisasi, hingga 

pemborosan anggaran pemerintah. 

Indikator GE dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and 

Poor's DRI (DRI), The Economist Intelegent Unit (EIU), Political Risk Services 

(PRS), World Development Report (WDR), Business Environment Risk 

Intellegence (BERI), Freedom House (FH), Global Competitiveness Survey 

(GCS), Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World 

Competitiveness Yearbook (WCY). 

2.1.2.4 Regulatory Quality (RQ)  

Indikator RQ mengukur kemampuan pemerintah merumuskan dan 

mengimplementasikan kebijakan yang baik dan regulasi yang mengizinkan dan 

memajukan perkembangan sektor swasta. Indikator RQ mengagregasikan 

berbagai indikator yang mengukur aspek-aspek seperti kontrol terhadap harga dan 

upah, aturan investasi asing, regulasi perbankan, regulasi ekspor impor, 

pembatasan usaha, dan kebijakan persaingan usaha. 

Indikator RQ dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Heritage 

Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ), European Bank for Reconstruction and 

Development (EBRD), Standard and Poor's DRI (DRI), World Development 

Report (WDR), dan Business Environment Risk Intellegence (BERI), Freedom 

House (FH), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness 

Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY). 

2.1.2.5 Rule of Law (RL) 

Indikator RL mengukur sejauh mana agen yakin dan patuh terhadap aturan 

yang ada di masyarakat, khususnya kualitas penegakan kontrak, hak kepemilikan, 
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kepolisian, pengadilan, dan juga kemungkinan kejahatan dan kekerasan. Indikator 

RL mengagregasikan berbagai indikator yang mengukur beragam aspek terkait 

penegakan hukum, seperti biaya yang ditimbulkan oleh suatu aksi kejahatan, 

penculikan yang dilakukan penculikan terhadap warga asing, tindak korupsi 

perbankan, pasar gelap (black market), tingkat tax evasion, efektivitas kepolisian, 

dan biaya yang ditimbulkan oleh organisasi kriminal terhadap bisnis. 

Indikator RL dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and 

Poor's DRI (DRI), The Economist Intelegent Unit (EIU), Heritage 

Foundation/Wall Street Journal (HFWSJ), Political Risk Services (PRS), World 

Development Report (WDR), Business Environment Risk Intellegence (BERI), 

The Wall Street Journal Central European Economic Review (CEER), Freedom 

House (FH), Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness 

Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY). 

2.1.2.6 Control of Corruption (CC)  

Indikator CC mengukur sejauh mana kekuasaan publik digunakan untuk 

kepentingan privat, termasuk korupsi berbentuk kecil dan besar, dan juga peran 

elit dan kepentingan privat. Konsep yang diukur oleh indikator ini antara lain 

korupsi pada pegawai publik, korupsi sebagai ancaman bagi investasi asing, 

korupsi sebagai penghalang bagi bisnis, frekuensi penggunaan "uang pelicin", 

jumlah kasus korupsi, hingga praktik-praktik yang tidak tepat pada pelayanan 

publik. 

Indikator CC dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Transparency 

International Global Corruption Barometer Survey (TI), Global Integrity Index 

(GII), Standard and Poor's DRI (DRI), The Economist Intelegent Unit (EIU), 
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Political Risk Services (PRS), World Development Report (WDR), Business 

Environment Risk Intellegence (BERI), The Wall Street Journal Central European 

Economic Review (CEER), Freedom House (FH), Gallup International, Political 

Economic Risk Consultancy (PERC), Global Competitiveness Survey (GCS), 

Global Competitiveness Survey Africa (GCSA), dan The World Competitiveness 

Yearbook (WCY). 

2.1.3. Determinan Penerimaan Pajak  

 Pajak sebagai salah satu bentuk penerimaan pada suatu negara dipengaruhi 

oleh berbagai faktor. Secara umum, berbagai faktor tersebut dapat dibedakan ke 

dalam faktor pada sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). 

Faktor-faktor pada sisi penawaran (supply side) penerimaan pajak terkait dengan 

basis pajak (tax base), seperti pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan 

aktivitas ekonomi. Sedangkan faktor-faktor pada sisi permintaan (demand side) 

penerimaan pajak terkait dengan institusi pemerintah yang melakukan 

pemungutan pajak.  

 Studi awal terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 

kebanyakan menyelidiki peran faktor-faktor pada sisi penawaran (supply side). 

Lotz dan Morss (1967) yang menyelidiki pengaruh keterbukaan perdagangan dan 

pendapatan per kapita terhadap penerimaan pajak yang diproksikan dengan tax 

ratio menyimpulkan bahwa kedua variabel penjelas yang ditelitinya berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.  

 Shin (1969) menemukan bahwa porsi sektor pertanian terhadap GDP 

berpengaruh negatif terhadap tax ratio, bersama-sama dengan faktor lain seperti 

keterbukaan perdagangan dan pendapatan per kapita yang berpengaruh positif. 
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Hal yang sama juga menjadi temuan Bahl (1971) dan Piancastelli (2001) yang 

melakukan penelitiannya terhadap negara-negara berkembang serta Stotsky dan 

WoldeMariam (1997) yang melakukan penelitiannya terhadap 43 negara Sub 

Sahara Afrika. 

Pada era milenium, penelitian terhadap determinan penerimaan pajak 

mulai meluas ke faktor-faktor pada sisi permintaan (demand side) yang terkait 

dengan institusi pemerintah yang melakukan pemungutan pajak. Castro dan 

Camarillo (2014) menyebutkan pendapatan per kapita, kontribusi sektor industri, 

dan stabilitas sosial dan ekonomi (yang diasosiasikan dengan kebebasan sipil) 

sebagai faktor yang berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.  

Sedangkan Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) dan Syadullah dan Wibowo 

(2015) menemukan bahwa akuntabilitas, bersama-sama dengan hak berpendapat 

dan tingkat korupsi merupakan faktor-faktor institusional yang turut 

mempengaruhi penerimaan pajak, selain faktor-faktor ekonomi seperti pendapatan 

per kapita, keterbukaan perdagangan, dan kontribusi sektor pertanian terhadap 

GDP. Kondisi ini terjadi pada negara berkembang dan juga negara berpendapatan 

tinggi. 

Korupsi sebagai faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak pernah 

diteliti oleh Ahsan dan Wu (2005). Mengambil obyek negara maju dan negara 

berkembang dalam kurun 1979 – 2002, ditemukan bahwa korupsi berpengaruh 

negatif terhadap tax ratio. Dua tahun kemudian, Imam dan Jacobs (2007), 

menemukan pengaruh korupsi terhadap penerimaan pajak, bersama faktor lain, 

seperti pendapatan per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, 

keterbukaan perdagangan, dan inflasi.  
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Gupta (2007) juga menemukan bahwa selain faktor-faktor ekonomi seperti 

pendapatan per kapita per kapita, kontribusi sektor pertanian terhadap GDP, dan 

utang luar negeri, penerimaan pajak juga dipengaruhi oleh variabel-variabel 

institusional seperti korupsi dan stabilitas politik. Lebih lanjut, studi dari Mukhlis, 

Sugeng, dan Yuli (2014) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh 

keadilan, pemberantasan korupsi di sektor perpajakan, dan bagaimana pendapatan 

pajak dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat.  

2.2 Penelitian Terdahulu  

 Pengaruh tata kelola (governance) terhadap penerimaan pajak telah 

beberapa kali diteliti. Awalnya, aspek tata kelola (governance) yang diteliti adalah 

korupsi. Ghura (1998), Ahsan dan Wu (2005), Imam dan Jacobs (2007), Gupta 

(2007), Bird, Vazquez, dan Torgler (2008), Mukhlis, Sugeng, dan Yuli (2014), 

dan Syadullah dan Wibowo (2015) menemukan korupsi berpengaruh negatif 

terhadap tax ratio. 

Penelitian selanjutnya mulai meneliti aspek tata kelola (governance) yang 

lain. Castro dan Camarillo (2014) menemukan stabilitas sosial dan ekonomi (yang 

diasosiasikan dengan kebebasan sipil) sebagai faktor yang berpengaruh positif 

terhadap penerimaan pajak. Sedangkan Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) 

menemukan bahwa aspek voice and accountability mempengaruhi kemauan 

masyarakat dalam membayar pajak. 

Penelitian yang dilakukan oleh Syadullah dan Wibowo (2015) dapat 

dikatakan sebagai penelitian yang mengukur pengaruh seluruh aspek tata kelola 

(governance) sesuai indikator yang dibangun oleh Kaufmann, Kraay, dan 

Mastruzzi. Syadullah dan Wibowo mengukur pengaruh enam proksi sebagai 
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indikator tata kelola (governance), yang meliputi voice and accountability, 

political stability and absence of violence, government effectiveness, regulatory 

quality, rule of law, dan control of corruption, dalam pengaruhnya terhadap 

penerimaan pajak pada negara-negara ASEAN.  

Syadullah dan Wibowo (2015) menemukan variabel voice and 

accountability, political stability and absence of violence, dan control of 

corruption memberikan efek negatif terhadap penerimaan pajak. Variabel 

regulatory quality dan rule of law berdampak positif terhadap penerimaan pajak. 

Sedangkan variabel government effectiveness tidak berpengaruh terhadap 

penerimaan pajak pada negara-negara ASEAN. 

2.3  Hipotesis 

Tata kelola yang baik (good governance) akan menghasilkan sistem 

perpajakan yang memadai, meningkatkan adminsitrasi perpajakan, kebijakan 

makroekonomi yang lebih baik, sehingga menghasilkan penerimaan yang lebih 

banyak (Ajaz dan Ahmed, 2010). Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi (2003) 

menemukan bahwa bagaimana institusi pemerintahan dikelola berpengaruh 

terhadap moral pajak (tax morale) masyarakat. 

Ehrhart (2009) menemukan bahwa rezim politik pada suatu negara 

mempengaruhi implementasi reformasi pajak dan pencapaian penerimaan pajak 

yang lebih tinggi. Demokrasi berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian 

penerimaan pajak tersebut. 

H1:  Tingkat voice and accountability berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan pajak 
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Political stability mempengaruhi kinerja penerimaan pajak (Gupta, 2007; 

Syadullah dan Wibowo, 2015). Ketidakstabilan politik dapat pula menghalangi 

reformasi jangka panjang dalam sistem perpajakan (Ajaz dan Ahmed, 2010). 

H2:  Tingkat political stability berpengaruh terhadap tingkat penerimaan 

pajak 

Penyediaan barang publik melalui belanja Pemerintah dapat pula 

meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat (Alm, McClelland, dan Schulze, 

1992). Masyarakat mau membayar pajak karena mereka mengapresiasi barang 

publik yang disediakan oleh Pemerintah. Masyarakat menyadari bahwa pajak 

yang mereka bayarkan dibutuhkan untuk membiayai penyediaan barang publik 

tersebut (Fjeldstad, 2001). 

H3:  Tingkat government effectiveness berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan pajak 

Menurut studi International Tax Compact (2010), tax evasion dan tax 

avoidance pada negara berkembang disebabkan oleh lemahnya peraturan 

perpajakan.  Lebih lanjut, kualitas rumusan dan implementasi aturan hukum juga 

berpengaruh positif terhadap tax ratio (Syadullah dan Wibowo, 2015). 

H4:  Tingkat regulatory quality berpengaruh terhadap tingkat penerimaan 

pajak 

Benno (2003) menemukan bahwa hak masyarakat dalam demokrasi serta 

kepercayaan kepada pemerintah dan sistem hukum berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap moral pajak (tax morale).  

H5:  Tingkat rule of law berpengaruh terhadap tingkat penerimaan pajak 



19 

 

Korupsi di tubuh pemerintah sebagai institusi yang berwenang memungut 

pajak dan membelanjakannya mempengaruhi penerimaan pajak secara negatif 

(Ahsan dan Wu, 2005).  

H6:  Tingkat control of corruption berpengaruh terhadap tingkat 

penerimaan pajak 

2.4  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kajian teori yang ada, maka dapat dibuat suatu kerangka 

pemikiran terhadap tingkat indikator tata kelola (governance) serta pengaruhnya 

terhadap tingkat penerimaan pajak dengan pendapatan per kapita, keterbukaan 

perdagangan, dan struktur ekonomi sebagai variabel kontrol. 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa World Development Indicator 

dan Worldwide Governance Indicator dari Bank Dunia serta data tax ratio dari 

International Monetary Fund. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Sampel dipilih dari populasi negara yang ada di Benua Asia yang disurvei 

dalam Worldwide Governance Indicator serta terdapat datanya dalam World 

Development Indicator dan International Monetary Fund Data. Terdapat 37 

negara yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dengan mengambil data pada 

kurun 13 tahun terakhir (2002–2014), dataset yang terbentuk adalah panel data 

dengan jumlah observasi 481. 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.3.1 Variabel Dependen 

Tingkat penerimaan pajak yang digunakan dalam penelitian ini diukur 

dengan tax to GDP ratio. Rumus untuk mengukur tax to GDP ratio yaitu. 

TR = Penerimaan Pajak / GDP 
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3.3.2 Variabel Independen 

Skor tata kelola (governance) untuk tiap negara diperoleh dari Worldwide 

Governance Indicators (WGI) yang dirilis oleh Bank Dunia. WGI dianggap 

sebagai perangkat yang paling komprehensif untuk menilai tata kelola 

(governance) (Arndt dan Oman, 2006). WGI meliputi enam indikator yang 

mewakili aspek-aspek dalam proses tata kelola (governance), yakni voice and 

accountability (VA), political stability and absence of violence (PS), government 

effectiveness (GE), regulatory quality (RQ), rule of law (RL), dan control of 

corruption (CC) (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009). Keenam indikator 

tersebut didasarkan atas ratusan variabel yang diperoleh dari 31 sumber data yang 

berbeda, baik dari laporan survei responden, lembaga swadaya masyarakat, 

penyedia informasi bisnis komersial, dan organisasi sektor publik dunia. Skor tata 

kelola (governance) untuk masing-masing indikator yang semula berada pada 

skala -2,5–2,5 kemudian dikonversi ke dalam skala 0–100 pada penelitian ini. 

3.3.2.1 Voice and Accountability 

Variabel voice and accountability (VA) mengukur berbagai aspek dari 

proses politik, kebebasan sipil, dan hak politik masyarakat (Kaufmann, Kraay, dan 

Mastruzzi, 2009).  

VA = Skor voice and accountability dari WGI 

3.3.2.2 Political Stability and Absence of Violence 

Variabel political stability and absence of violence (PS) mengukur 

kemungkinan perubahan dalam kekuasaan yang dapat berdampak bukan hanya 

kepada keberlanjutan kebijakan tetapi juga mengurangi kesempatan warga negara 
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untuk memilih dan mengganti penguasa dengan damai (Kaufmann, Kraay, dan 

Mastruzzi, 2009).  

PS = Skor political stability and absence of violence dari WGI 

3.3.2.3 Government Effectiveness 

Variabel government effectiveness (GE) mengukur kemampuan suatu 

pemerintahan untuk menyediakan barang publik dan menghasilkan serta 

menerapkan kebijakan yang baik (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).  

GE = Skor government effectiveness dari WGI 

3.3.2.4 Regulatory Quality 

Variabel regulatory quality (RQ) mengukur kualitas peraturan yang 

dikeluarkan oleh suatu pemerintahan (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).  

RQ = Skor regulatory quality dari WGI 

3.3.2.5 Rule of Law 

Variabel rule of law (RL) mengukur keberhasilan pemerintah dalam 

membangun lingkungan yang adil dan aturan yang dapat diprediksi (Kaufmann, 

Kraay, dan Mastruzzi, 2009).  

RL = Skor rule of law dari WGI 

3.3.2.6 Control of Corruption 

Variabel control of corruption (CC) mengukur keberadaan korupsi yang 

dimanifestasikan oleh kurangnya penghargaan kepada hukum oleh penyuap 

(biasanya warga masyarakat atau korporasi) dan pihak yang disuap (biasanya 

pejabat publik atau politisi) (Kaufmann, Kraay, dan Mastruzzi, 2009).  

CC = Skor control of corruption dari WGI 
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3.3.3 Variabel Kontrol 

 Penelitian ini berfokus untuk mempelajari pengaruh faktor pada sisi 

permintaan (demand side) penerimaan pajak. Untuk itu, faktor-faktor pada sisi 

penawaran (supply side) penerimaan pajak yang terkait dengan basis pajak (tax 

base) perlu untuk dikontrol pengaruhnya. Variabel kontrol pada penelitian ini 

adalah pendapatan per kapita, keterbukaan perdagangan (trade openness), dan 

struktur ekonomi yang diproksikan dengan kontribusi sektor pertanian terhadap 

GDP. 

3.3.3.1 Pendapatan Per Kapita  

 Pendapatan per kapita merupakan indikator level pembangunan sebuah 

negara. Semakin maju sebuah negara, maka kemampuan untuk membayar dan 

mengumpulkan pajak juga semakin tinggi (Bahl, 1971). Penelitian Lotz dan 

Morss (1967), Shin (1969), Bahl (1971), Stotsky dan WoldeMariam (1997), 

Piancastelli (2001), dan Gupta (2007) menemukan adanya hubungan positif antara 

pendapatan per kapita dan penerimaan pajak. 

Secara istilah, pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata 

penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita juga direfleksikan oleh GDP per 

kapita. Pendapatan per kapita diukur dengan rumus. 

PPK = GDP / Jumlah Penduduk 

3.3.3.2 Keterbukaan Perdagangan (Trade Openness)  

Pajak atas kegiatan penyerahan barang atau perdagangan seringkali 

menjadi sumber penerimaan pajak yang utama pada negara berkembang karena 

sifatnya yang lebih mudah untuk ditarik dibandingkan dengan pajak penghasilan 

(Bird, Vazquez, dan Torgler, 2008). Kegiatan ekspor dan impor juga lebih mudah 

https://id.wikipedia.org/wiki/PDB
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
https://id.wikipedia.org/wiki/PDB_per_kapita
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untuk dihimpun pajaknya karena sifat kegiatannya yang dilakukan pada lokasi 

yang spesifik (Gupta, 2007). Lotz dan Morss (1967), Shin (1969), Bahl (1971), 

Stotsky dan WoldeMariam (1997), Piancastelli (2001), dan Ahsan dan Wu (2005) 

menemukan hubungan positif antara keterbukaan perdagangan dan penerimaan 

pajak pada suatu negara. 

Proksi keterbukaan perdagangan dihitung dengan rumus. 

OPEN = (Ekspor + Impor) / GDP 

3.3.3.3 Struktur Ekonomi  

Komposisi struktur ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Bird, 

Vazquez, dan Torgler (2008) menyebutkan bahwa semakin besar komposisi 

sektor non pertanian dalam perekonomian, semakin tinggi pula tax to GDP ratio. 

Hal ini dikarenakan sulitnya untuk memajaki keluaran domestik (domestic output) 

terkait kegiatan pertanian. Penghasilan masyarakat yang bekerja di sektor 

pertanian umumnya kecil dan sifatnya subsisten (Gupta, 2007). Lagipula, 

beberapa negara berkembang juga memberikan subsidi dan kebebasan pajak bagi 

sektor pertanian di negara mereka. 

Hubungan negatif antara porsi sektor pertanian terhadap GDP dan 

penerimaan pajak pada suatu negara menjadi kesimpulan penelitian yang 

dilakukan oleh Shin (1969), Bahl (1971), Stotsky dan WoldeMariam (1997), 

Piancastelli (2001), Ahsan dan Wu (2005), Gupta (2007), dan Castro dan 

Camarillo (2014). Variabel struktur ekonomi diukur dengan membandingkan 

kontribusi sektor pertanian terhadap total GDP, sesuai rumus berikut. 

AGR = Kontribusi Sektor Pertanian / GDP 



25 

 

3.4 Model Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka model penelitian yang dibentuk adalah sebagai 

berikut: 

TR i,t = α + β1 VAi,t + β2 PS i,t + β3 GE i,t + β4 RQ i,t + β5 RL i,t + β6 CC i,t 

          + β7 log PPK i,t +β8 OPEN i,t + β9 AGR i,t + ε i,t   

Dimana indeks i menunjukkan sampel negara, indeks t menunjukkan waktu, TR 

mewakili tingkat tax to GDP ratio, VA mewakili tingkat voice and accountability, 

PS mewakili tingkat political stability and absence of violence, GE mewakili 

tingkat government effectiveness, RQ mewakili tingkat regulatory quality, RL 

mewakili tingkat rule of law, CC mewakili tingkat control of corruption, PPK 

mewakili pendapatan per kapita, OPEN mewakili keterbukaan perdagangan (trade 

openness), dan AGR mewakili kontribusi sektor pertanian terhadap GDP.  

3.5 Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dengan 

menggunakan regresi data panel (panel pooled data) untuk menganalisis pengaruh 

voice and accountability (VA), political stability and absence of violence (PS), 

government effectiveness (GE), regulatory quality (RQ), rule of law (RL), dan 

control of corruption (CC) terhadap kinerja penerimaan pajak yang diproksikan 

dengan tax ratio. Alat yang akan digunakan untuk pengujian statistik adalah 

perangkat lunak Eviews 9. Data dimasukkan ke dalam perangkat lunak Microsoft 

Excel 2010 dalam format .xlsx, lalu diimpor ke dalam perangkat lunak EViews 9 

untuk diuji. 
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3.5.1 Analisis Regresi 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan alat uji Eviews 9. Menurut Nachrowi dan Usman 

(2006), untuk mengestimasi model regresi data panel dapat digunakan tiga teknik 

uji regresi diantaranya dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS)/ 

common effect, fixed effect dan random effect. Dari ketiga teknik estimasi tersebut 

akan dipilih salah satu teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data 

panel. Pemilihan tersebut didasarkan atas uji-uji sebagai berikut. 

3.5.1.1 Uji Statistik F (Uji Chow) 

Uji ini berguna untuk memilih antara model OLS tanpa variabel dummy 

(common effect) dengan model fixed effect. Hal ini dilakukan dengan 

membandingan antara Fstat dengan Ftabel, dengan hipotesis H0 menggunakan model 

common effect dan H1 menggunakan model fixed effect. Nilai Fstat akan diperoleh 

dari hasil uji chow dengan menggunakan aplikasi Eviews 9, Sedangkan Ftabel 

dicari dengan cara menggunakan tabel F, ataupun dengan menggunakan alat bantu 

Microsoft Excel. 

Jika nilai Chow statistik (Fstat) > Ftabel, maka hipotesis H0 ditolak yang 

artinya harus menggunakan model Fixed Effect. Dan jika nilai Fstat < Ftabel, maka 

hipotesis H0 diterima, yang artinya model common effect (OLS) yang akan 

digunakan untuk mengestimasi model data panel. 

3.5.1.2 Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk memilih antara metode Fixed Effect atau 

metode Random Effect. Hipotesis yang dibangun dalam Uji Hausman ini adalah 

H0 menggunakan random effect dan hipotesis alternatifnya menggunakan model 
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fixed effect. Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square 

dengan degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel 

independen. Jika Chi Square hitung lebih tinggi dari Chi Square tabel dan p-value 

signifikan maka H0 ditolak, sehingga metode Fixed Effect yang lebih tepat untuk 

digunakan. 

Namun apabila Jika Chi Square hitung lebih rendah dari Chi Square tabel 

dan pvalue signifikan maka hipotesis H0 diterima, sehingga metode Random Effect 

lebih tepat digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini untuk memastikan bahwa dalam regresi yang digunakan 

tidak terdapat heteroskedastisitas, multikolinieritas, autokorelasi serta untuk 

memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal. 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah persebaran data 

berdistribusi normal atau tidak. Dimana yang diuji dalam model regresi adalah 

apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Terdapat 

beberapa cara yang digunakan dalam pengujian normalitas data ini, pada 

penelitian ini akan digunakan Uji Jaque Bera dan melihat probabilitasnya dari 

hasil pengujian sebaran residual. Dengan ketentuan untuk nilai probabilitas H0 

dari uji ini adalah jika nilai probabilitas dibawah α (0,05) maka data terdistribusi 

normal, sedangkan Ha nya adalah jika probabilitas di atas α, maka data 

terdistribusi tidak normal. 
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3.5.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1. Problem autokorelasi akan muncul jika terjadi 

korelasi didalamnya. Masalah ini timbul kerena residual tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering muncul pada data runtut waktu 

karena gangguan populasi cenderung mempengaruhi populasi yang sama pada 

periode berikutnya. 

3.5.2.3 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya hubungan linier antar 

variabel independen. Salah satu cara untuk melihat ada tidaknya adalah dengan 

membuat matrik korelasi antar variabel, jika nilai korelasi antar variabel berada 

pada nilai diatas 0,8 maka ada multikolinieritas. Sebaliknya jika berada dibawa 

0,8 maka tidak ada multikolinearitas. Untuk melakukan pengujian ini bisa 

digunakan perangkat lunak Eviews 9, setelah itu akan didapatkan nilai korelasi 

antar variabel model. Selanjutnya dianalisis hubungan antar variabel independen, 

apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah pengujian apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas dan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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Salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam 

model regresi linier bersifat BLUE maka var (ui) harus sama dengan σ2 (konstan), 

atau dengan kata lain semua residual atau error mempunyai varian yang sama 

atau disebut dengan homoskedastisitas. Sedangkan bila varian tidak konstan atau 

berubah-ubah disebut dengan heteroskedastisitas (Nachrowi dan Usman, 2006). 

3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Setelah melakukan pengujian untuk memilih diantara ketiga model yang 

akan digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dan melakukan uji asumsi 

klasik, maka analisis dilanjutkan dengan pengujian hipotesis, diantaranya. 

3.5.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi atau R
2

 menunjukkan besar distribusi dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada 

diantara nol dan satu. Nilai R
2 

kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Bila nilai R
2

 mendekati satu menandakan bahwa variabel-variabel independen 

mendekati hubungan dengan variabel dependen, sehingga pengaruh model 

tersebut dapat dikatakan benar. Jadi semakin besar nilai R
2

 maka semakin bagus 

garis regresi yang terbentuk dan semakin kecil nilai dari R
2
, maka semakin tidak 

tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil observasi.  

Hal ini diperlukan karena dalam suatu penelitian atau observasi, perlu 

dilihat seberapa jauh model yang terbentuk dapat menerangkan variabel 

dependennya. Beberapa kegunaan koefisien determinasi adalah sebagai berikut. 

a. Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap 

kelompok data hasil observasi. 
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b. Untuk mengukur proporsi varian dependen yang diterangkan oleh pengaruh 

linier dari variabel independen. 

3.5.3.2 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan antara thitung dengan ttabel. 

Apabila thitung lebih besar dari ttabel maka hipotesis alternatif yang menyatakan 

suatu variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen dapat 

diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen.  

Namun jika thitung lebih rendah dari ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Selain membandingkan thitung dengan 

ttabel, uji t juga dapat dilakukan dengan melihat probabilitas yang terdapat dalam 

keluaran komputer, jika probabilitas pada keluaran komputer di bawah α yang 

ditentukan maka koefisien regresi dianggap signifikan. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah voice and accountability 

(VA), political stability and absence of violence (PS), government effectiveness 

(GE), regulatory quality (RQ), rule of law (RL), dan control of corruption (CC) 

secara terpisah (parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tax 

ratio pada negara-negara Asia.  
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3.5.3.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas dalam 

penelitian yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat. Hipotesis yang ingin diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol. Mekanisme yang digunakan untuk 

menguji hipotesis dari parameter dugaan secara bersama-sama (Uji F-statistik) : 

Hipotesis: H0 : β1 = β2 =.............= βk = 0 

Ha = minimal ada satu parameter dugaan (β) tidak sama dengan nol 

α = 0,05 

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Bila nilai Fhitung lebih besar daripada Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya 

ada pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen. Namun bila nilai Fhitung lebih rendah daripada Ftabel maka H0 

diterima dan Ha ditolak, artinya tidak ada pengaruh dari seluruh variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen 

berupa enam enam dimensi tata kelola (governance) terhadap tingkat penerimaan 

pajak negara-negara di Benua Asia pada periode 2002–2014. Worldwide 

Governance Indicators yang meliputi enam dimensi, yakni voice and 

accountability, political stability, government effectiveness, regulatory quality, 

rule of law, dan control of corruption digunakan untuk mengukur tata kelola 

(governance). Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Variabel voice and accountability (VA) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks 

VA yang tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi 

dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks VA lebih rendah. 

2. Variabel control of corruption (CC) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks 

CC yang tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang tinggi 

dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks CC lebih rendah. 

3. Variabel regulation quality (RQ) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks RQ yang 
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tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang rendah 

dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks RQ lebih rendah. 

4. Variabel rule of law (RL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax 

ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. Negara dengan indeks RL yang 

tinggi cenderung memiliki tingkat penerimaan pajak yang rendah 

dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks RL lebih rendah. 

5. Variabel political stability (PS) dan government effectiveness (GE) tidak 

berpengaruh terhadap tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. 

6. Variabel kontrol, yakni pendapatan perkapita, keterbukaan perdagangan, dan 

kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, mempengaruhi secara 

positif dan signifikan tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia.  

5.2 Implikasi 

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis 

dan praktis. Implikasi teoritis berhubungan dengan kontribusinya bagi model 

determinan penerimaan pajak. Sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan 

kontribusi penelitian terhadap peningkatan kinerja penerimaan pajak pada negara-

negara Asia. 

1. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa voice and accountability 

(VA) dan control of corruption (CC) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap tax ratio (TR) negara-negara di Benua Asia. Hal ini sejalan dengan 

hasil penelitian Bird, Vazquez, dan Torgler (2008) dan Syadullah dan Wibowo 

(2015). Penerimaan pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor pada sisi 

penawaran (supply side) yang terkait dengan basis pajak (tax base), seperti 

pendapatan per kapita, komposisi ekonomi, dan aktivitas ekonomi, tapi juga 
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dipengaruhi oleh faktor-faktor pada sisi permintaan (demand side), seperti 

voice and accountability (VA) dan control of corruption (CC). 

2. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi kebijakan pemerintah negara-

negara Asia untuk memperbaiki kualitas institusi pemerintahannya dengan 

meningkatkan aspek voice and accountability (VA) dan control of corruption 

(CC) agar kinerja penerimaan pajaknya turut meningkat. Peningkatan aspek 

voice and accountability (VA) antara lain dapat dilakukan dengan menjamin 

partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang berkualitas serta 

menjamin kebebasan masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan 

pendapat secara bertanggung jawab. Perilaku korupsi pada penyelenggaraan 

pemerintahan dapat diberantas dengan memberikan edukasi bahaya perilaku 

korupsi pada tiap lapisan masyarakat, membangun sistem pengendalian yang 

baik untuk mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi di pemerintahan, serta 

penegakan hukum secara tegas untuk menindak perilaku korupsi. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, antara 

lain. 

1. Variabel dependen pada penelitian ini masih menggunakan proksi tax to GDP 

ratio, belum mengeksplorasi kemungkinan penggunaan proksi taxable 

capacity ataupun tax effort untuk mengukur tingkat penerimaan pajak di suatu 

negara. 

2. Model regresi dalam penelitian ini belum mengakomodasi efek dari variabel 

dependen yang tertinggal (lagged dependent variable). Pengakomodasian 

variabel dependen yang tertinggal (lagged dependent variable) akan 
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membentuk model data panel yang bersifat dinamis (Dynamic Panel Data 

Model/DPDM). 

5.4 Saran 

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah saran 

yang dapat diberikan. 

1. Faktor tata kelola (governance) jelas turut mempengaruhi tingkat penerimaan 

pajak suatu negara. Kemampuan suatu negara dalam menghimpun penerimaan 

pajak bergantung kepada seberapa baik institusi pemerintahan yang 

melakukan pemungutan pajak dan membelanjakannya. Penerimaan pajak 

dapat ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas tata kelola (governance) 

pemerintahan. Peningkatan kualitas tata kelola (governance), seperti 

peningkatan voice and accountability dan pemberantasan korupsi relatif dapat 

dilakukan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan merubah struktur 

perekonomian, seperti kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian dan 

nilai ekspor dan impor terhadap PDB. 

2. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan proksi taxable 

capacity ataupun tax effort untuk mengukur tingkat penerimaan pajak, selain 

penggunaan proksi tax to GDP ratio. Selanjutnya, dapat pula mengakomodasi 

variabel dependen yang tertinggal (lagged dependent variable) ke dalam 

model sehingga membentuk model data panel yang bersifat dinamis (Dynamic 

Panel Data Model/DPDM). 
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